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ejak 1994, mulai dengan PELITA  VI, 

bangsa Indonesia telah mencanangkan 

Wajib Belajar (WAJAR) 9 tahun  sebagai pendidikan 

minimal yang diharapkan dimiliki oleh seluruh bangsa 

Indonesia. Gerakan WAJAR 9 tahun dilakukan 

setelah WAJAR 6 tahun dinyatakan berhasil dalam 

pengertian jumlah sekolah yang dibangun, tenaga 

pendidik yang diangkat, dan angka partisipasi pen-

duduk usia sekolah. Oleh karena WAJAR diartikan 

bukan sebagai “compulsory education” tetapi sebagai 

“basic education”  maka keberhasilan WAJAR 6 ta-

hun adalah keberhasilan pendidikan yang diperkirakan 

dalam memberikan kualitas minimal anggota ma-

syarakat dan bangsa Indonesia. 

Sayangnya, kebijakan tentang WAJAR 6 Ta-

hun dan WAJAR 9 Tahun memiliki perbedaan men-

dasar, disamping persamaan. Dalam strategi pem-

bangunan fisik dan pengadaan tenaga guru keduanya 

memiliki perbedaan. Pembangunan fisik gedung dan 

pengadaan guru WAJAR 6 Tahun dilakukan melalui 

Keppres sehingga dalam waktu yang relatif singkat 

jumlah penduduk usia sekolah 7-12 telah dapat ditam-

pung di Sekolah Dasar. WAJAR 9 Tahun tidak didu-

kung oleh kebijakan pengadaan gedung dan guru 

melalui Keppres. Oleh karena itu walau pun sudah 

berusia 8 tahun gerakan WAJAR 9 Tahun belum 

menunjukkan hasilnya yang memuaskan. Angka par-

tisipasi penduduk usia sekolah 12-15 untuk jenjang 

sekolah lanjutan pertama (SLTP, Madrasah Tsanawi-

yah, SLTP Terbuka dan program lainnya) belum 

menunjukkan peningkatan yang berarti. 

Sementara itu kebijakan yang berkaitan dengan 

isi/program pendidikan dasar tidak mengalami 

perubahan. Pendidikan Dasar masih diartikan hanya 

sebagai pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap 

warga Indonesia. Apa isi dan bagaimana suatu pendi-

dikan dasar seharusnya masih merupakan persoalan 

besar. Konsep Pendidikan Dasar sebagai pendidikan 

yang mengembangkan  kualitas minimal bangsa In-

donesia belum jelas dalam bentuk operasionalnya. 

Kurikulum dan sistem penilian akhir belajar (Ebtanas) 

masih belum tersentuh dengan baik oleh konsep pen-

didikan dasar. 

Adanya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah memberikan dimensi 

baru. Delegasi wewenang yang dikenal juga dengan 

istilah desentralisasi memberikan problema yang 

mendasar bagi pengembangan kebijakan Pendidikan 

Dasar (Dikdas). Pertanyaan mendasar itu terutama 

berkaitan dengan kebijakan mengenai aspek pem-

bangunan aspek fisik, proses, dan kurikulum sebagai 

isi dan proses pendidikan. Apa yang harus dilakukan 

oleh pemerintah pusat dan apa yang harus dilakukan 

oleh pemerintah daerah dalam upaya mencapai tujuan 

pendidikan dasar yang dinyatakan dalam Undang-

Undang nomor 2 tahun 1989 di atas. Ataukah diperlu-

kan adanya suatu Undang-Undang baru yang dapat 

mengakomodasi kewenangan pemerintah daerah ten-

tang pendidikan seperti dinyatakan Undang-Undang 

nomor 22 tahun 1999? 

Bagaimana mengakomodasi hal tersebut se-

hingga tidak terjadi perbenturan kepentingan antara 

kepentingan tingkat nasional dengan daerah. 

Pemerintah kebijakan Dikdas masa mendatang 

menjadi semakin kompleks jika dimensi permasala-

han dikembangkan kepada berbagai aspek 

penyelenggaraan pendidikan terutama dalam masalah 

pendanaan dan ketenagaan. Pertanyaan seperti apakah 

sistem pendanaan yang berlaku sekarang masih akan 

dipertahankan mengingat fungsi unit penyelenggara 

pendidikan (terutama sekolah negeri) hanyalah sebatas 

lembaga pembayar gaji dan pelaksana fungsi 
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keuangan lainnya. Peran unit pendidikan sebagai 

pengembang program yang seharusnya dikaitkan 

dengan masalah pendanaan belum berlaku demikian 

pula dalam pengangkatan ketenagaan. 

Konsep Pendidikan Dasar 

Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 pasal 13 

ayat (1) merumuskan pendidikan dasar sebagai: 

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk 

mengembangkan sikap dan kemampuan serta mem-

berikan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang di-

perlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mem-

persiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan 

untuk mengikuti pendidikan menengah. 

Pengertian yang dianut pemerintah dan ter-

cantum dalam undang-undang tersebut memberikan 

suatu pengertian yang sangat jelas mengenai apa yang 

diharapkan masyarakat dari jenjang pendidikan dasar. 

Setiap peserta jenjang pendidikan dasar diharapkan 

memilki berbagai kualitas yang dapat digunakan da-

lam kehidupannya di masyarakat. Artnya, pendidikan 

haruslah berorientasi kepada pengembangan individu 

peserta didik dan kepentingan masyarakat. 

Dalam penjelasan mengenai pasal 13 tersebut 

ayat (1) dikemukakan bahwa pendidikan dasar mem-

berikan kemampuan dasar seperti “keimanan dan 

ketaqwaan, pembangunan watak dan kepribadian 

serta pemberian pengetahuan dan ketrampilan dasar”. 

Pengertian Pendidikan Dasar sebagai pendidikan yang 

mengembangkan kualitas minimal bagi seluruh 

bangsa Indonesia memang tidak tercantum secara 

eksplisit dalam dokumen hukum tersebut. Meskipun 

demikian, secara implisit pasal 13 dan penjelasannya 

memberikan impresi yang kuat bahwa pendidikan 

dasar haruslah mampu mengembangkan kualitas 

minimal yang harus dimiliki seluruh bangsa Indone-

sia. Oleh karena itu Kurikulum Pendidikan Dasar ha-

ruslah mampu mengembangkan potensi yang ada 

pada setiap anak untuk memiliki kualitas minimal 

yang diperlukan sebagai warga negara Indonesia. 

Demikan pula dengan kebijakan yang berkenaan 

dengan pengembangan pendidikan dasar dalam ber-

bagai aspek pelaksana pendidikan.  

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 13 tersebut 

dikemukakan bahwa pendidikan dasar mempunyai 

masa belajar selam,a 9 tahun terdiri atas 6 tahun pen-

didikan di Sekolah Dasar (SD) dan 3 tahun di unit 

pendidikan lain setelah SD yang dapat melalui pendi-

dikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 

tetapi dapat juga melalui unit-unit pendidikan lainnya 

yang dianggap sederajat. Dalam pengertian ini maka 

pengertian pendidikan dasar sama dengan program 

pemerintah yang dikenal dengan nama Wajib Belajar 

(WAJAR) 9 Tahun yang telah dikemukakan terlebih 

dahulu di bagian pendahuluan makalah ini. 

Kualitas minimal untuk pendidikan dasar yang 

harus dimiliki seorang peserta didik ditentukan oleh 

pengalaman belajar yang dimilikinya. Latar belakang 

sosial-budaya, latar belakang keluarga, dan motivasi 

pribadi peserta didik tersebut. Pengalaman belajar 

yang dilaluinya ditentukan oleh berbagai faktor pendi-

dikan seperti filsafat pendidikan yang digunakan da-

lam mengembangkan kebijakan pendidikan, fasilitas 

pendidikan dan kurikulum, intensitas pengalaman 

(time engagement) dilihat dari interaksi peserta didik 

dengan guru, teman, dan sumber belajar lainnya, 

konteks sosial-budaya masyarakat terutama dalam 

pengertian ekpektasi dan apresiasi masyarakat ter-

hadap pendidikan. 

Kualitas Minimal Manusia Indonesia yang 

Harus Diperhatikan Kurikulum Pendidikan 

Dasar 

Desentralisasi memberikan kedekatan pendidi-

kan dengan memakai langsung hasil pendidikan terse-

but. Dalam konteks yang demikian maka stake-holder 

dapat melakukan partisipasi dan pengawasan lang-

sung terhadap kebijakan pendidikan di daerahnya. 

Stake holder dapat langsung melibatkan dirinya dalam 

proses pembuatan keputusan (walau pun mungkin 

sekali secara tidak langsung), melakukan pengawasan 

terhadap proses pendidikan dan penilaian apakah ke-

bijakan pendidikan diwilayahnya telah sesuai dengan 

kebijakan yang telah diputuskan. 

Pengembangan kebijakan yang dekat dengan 

stake holder memang akan meningkatkan relevansi 

pendidikan dengan masyarakat. Tetapi dengan 
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demikian maka filsafat yang dikgunakan dalam 

mengembangkan kebijakan pendidikan harus pula 

berubah dari yang berdasarkan pandangan filosofi 

orthodoks (perenialisme dan esensialisme) ke pan-

dangan filosofi yang modern (rekonstruksi sosial dan 

progresif). Jika tidak maka kebijakan pendidikan yang 

diambil hanya akan menjauhkan sekolah dari ma-

syarakat seperti kenyataan yang ada pada saat 

sekarang. Suatu hal yang harus diingat bahwa desen-

tralisasi tidak akan mengubah posisi sekolah jika pan-

dangan filosofi yang sekarang digunakan tetap diper-

tahankan. Perubahan posisi dalam konteks 

desentralisasi pendidikan baru terjadi hanyalah apabila 

pandangan filosofi modern digunakan dalam 

pengambilan berbagai kebijakan tentang pendidikan. 

Pengembangan pendidikan dalam konteks de-

sentralisasi yang sangat memperhatikan kepentingan 

wilayah bukan tanpa resiko. Pengalaman negara-ne-

gara Amerika Serikat, Australia, dan Inggris menun-

jukkan adanya resiko tersebut. Dalam konteks desen-

tralisasi pendidikan kebijakan pendidikan yang terlalu 

terfokus pada kepentingan wilayah akan memberikan 

dampak yang tidak menguntungkan secara naional. 

Berbagai kepntingan nasional dapat terabaikan dan 

dengan demikian dapat menimbulkan problema hidup 

berbangsa. Pengalaman ketiga negara yang disebutkan 

tadi bahkan menjadi indikasi bahwa pengembangan 

kebijakan pendidikan yang terlalu terfokus pada 

kepentingan wilayah dapat menyebabkan rendahnya 

mutu pendidikan secara nasional. Oleh karena itu se-

jak tahun 90-an di berbagai negara tersebut problem 

ketimpangan dalam kualitas yang menyebabkan ma-

salah nasional tadi diatasi dengan pengembangan 

standar nasional sebagai kualitas nasional yang harus 

menjadi kepedulian para pengambil kebijakan pendi-

dikan. 

Indonesia tidak perlu melalui pengalaman pahit 

untuk dapat menyadari hal tersebut. “Hard 

lessons”.yang kita peroleh dari pengalaman negara 

lain dapat dijadikan  “surrogate expariences” dan 

dengan demikian kita tidak perlumengulangi kesala-

han yang telah terjadi. Artinya, dengan demikian pe-

merintah pusat harus pula mampu mengembangkan 

kebijakan yang dijadikan pegangan bagi para 

pengambil kebijakan daerah dalam menjaga 

kepntingan nasional. Kepentingan nasional tersebut 

dapat diterjemahkan sebagai kualitas minimal 

manusia Indonesia dan harus dijadikan kualitas mini-

mal dalam setiap kebijakan dan keputusan pendidikan 

di daerah. 

Bedasarkan pengamatan mengenai apa yang 

terjadi dalam panggung kehidupan kebangsaan pada 

tingkat nasional maka dapat diidentifikasi beberapa 

kualitas minimal manusia Indonesia itu Yaitu: 

- Manusia yang relegius  

- Semangat persatuan dan kebangsaan  

- Kehidupan demokratis baik sosial, politik mau 

pun ekonomi 

- Transformasi masyarakat agraris ke masyarakat 

industri dan teknologis  

- Toleransi akan perbedaan 

- Wawasan nasional dan global tanpa kehilangan 

wawasan lokal 

- Disiplin, taat hukum, kerja keras dan teguh dalam 

persaingan yang fair 

- Orientasi kehidupan yang labih rasional 

Organisasi Persekolahan Pendidikan Dasar 

Di bagian awal makalah ini telah dikemukakan 

konsep Pendidikan Dasar diterjemahkan sebagai pen-

didikan wajib 9 tahun yang ditempuh malalui Sekolah 

Dasar (SD) dan Sekolah Tingkat Pertama (SLTP), 

Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat. Dalam kon-

teks persekolah yang ada baik SD mau pun SLTP 

merupakan suatu unit pendidikan yang berdiri sendiri. 

Di harapkan di masa mendatang kebijakan tentang 

sistem persekolahan ini tetap berlaku secara nasional 

dan tidak berdasarkan kebijakan pemerintah Kabu-

paten/Kota. Dengan perkataan lain harus ada kesepa-

katan antara pemerintah daerah dengan pemerintah 

pusat mengenai hal ini. 

Selanjutnya, harus ada kebijakan baru tentang 

sistem persekolahan yang berlaku secara nasional. 

Pengorganisasian sekolah dalam bentuknya terutama 

pemisahan antara SLTP dengan SMU seperti yang 

berlaku sekarang terlalu boros dan tidak menguntung-

kan. Pengorganisasian yang ada tersebut merugikan 

dalam pengertian pemborosan tenaga, manajemen, 

social cost, partisipasi masyarakat, dan ketidakseim-



No. 4/XIX/2000  Hamid Hasan, Kebijakan Pendidikan  

Mimbar Pendidikan 7 

bangan akademik. Suatu kebijakan baru untuk mem-

perbaiki sistem yang ada harus dilakukan. 

Sistem persekolahan yang ada sekarang terlalu 

boros dilihat dari anggaran negara dan sosial. Dengan 

adanya unit terpisah antara SLTP dan SMU/SLTA 

maka negara harus mengangkat dan menggaji dua 

orang kepala sekolah yang terpisah, guru-guru yang 

terpisah, tenaga administrasi yang terpisah, biaya pe-

meliharaan yang tinggi, pengadaan tanah yang se-

makin sulit, dan fasilitas belajar yang lebih mahal. 

Penggabungan SLTP dan SMU/SLTA dalam suatu 

unit fisik dapat mengatasi kekurangan tersebut. 

Penggabungan hanya memerlukan satu kepala 

sekolah, guru yang mengajar dan melakukan tugas 

kependidikannya baik untuk siswa SLTP mau pun 

SMTA/SMU, tenaga administratif yang lebih efektif, 

biaya pemeliharaan yang lebih rendah, pemanfaatan 

fasilitas belajar yang lebih efektif. Lagipula dengan 

penggabungan tersebut jumlah luas tanah yang diper-

lukan menjadi berkurang. Bagi siswa dan orangtua 

terjadi penghematan karena mereka tidak perlu pindah 

sekolah setelah menyelesaikan SLTP sehingga 

menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Dari segi ujian 

terjadi penghematan biaya sosial (social cost) karena 

masyarakat tidak perlu lagi dibebani dengan biaya 

ujian dan saringan masuk sekolah. 

Keuntungan lain bagi masyarakat adalah ke-

mungkinan peningkatan daya tampung sekolah. Unit 

pendidikan SLTP sekarang dapat dikembangkan 

menjadi SLTP/SMU, demikian pula halnya unit SMU 

sekarang dikembangkan menjadi SLTP/SMU. 

Dengan pemekaran ini pemerintah/masyarakat tidak 

perlu menambah jumlah guru dalam rasio yang digu-

nakan sekarang. Pemerintah/masyarakat tidak perlu 

pula menyediakan lahan dua kali lebih banyak seperti 

yang  dilakukan dengan sitem yang berlaku sekarang. 

Dengan cara ini angka partisipasi dapat ditingkatkan 

baik untuk jenjang pendidikan SLTP sebagai bagian 

dari WAJAR 9 Tahun maupun untuk jenjang SLTA. 

Penggabungan SLTP dan SLTA/SMU dalam 

suatu unit fisik serta manajemen tidak membawa im-

plikasi bahwa program pendidikan (kurikulum) diga-

bungkan pula. Kurikulum SLTP yang merupakan 

bagian dari WAJAR 9 Tahun dan kurikulum 

SLTA/SMU yang memberikan landasan awal bagi 

peserta didik dalam mempersiapkan dirinya untuk 

studi di perguruan tinggi atau terjun ke masyarakat 

akan tetap berbeda. Filosofi kurikulum dan teori pen-

didikan yang digunakan berbeda pula walaupun per-

bedaan itu tidak perlu seperti dua kategori yang tidak 

terkait. Perbedaan itu dapat terjadi dalam beberapa 

aspek yang dianggap penting karena sifat dari kelem-

bagaan (tidak dalam pengertian fisik) yang berbeda 

antara pendidikan SLTP dengan SLTA/SMU. 

SD tetap berdiri sebagai suatu unit terpisah. 

Pemisahan ini dirasakan penting karena secara teknis 

administratif ada kesulitan dalam penggabungan SD 

dengan sekolah di atasnya. SD harus tetap memperta-

hankan sistem guru kelas karena usia peserta didik 

yang masih sangat muda dan karena filosofi pendidi-

kan SD yang berbeda dari sekolah di atasnya. Kebija-

kan yang mempertahankan guru kelas akan memberi-

kan kesempatan bagi guru untuk mengembangkan 

proses pengajaran. Proses pendidikan ini menghen-

daki keterdekatan dan familiaritas serta keberadaan 

guru yang setiap saat bagi siswa. 

Ketenagaan dan Beban Tugas 

Kebijakan tentang ketenagaan, terutama kuali-

fikasi tenaga pendidik dan pengajar di jenjang SD dan 

SLTP tidak perlu mengalami perubahan. Hal ini ha-

ruslah merupakan suatu kebijakan mendasar yang 

mendapat dukungan dari daerah otonomi Pemerintah 

Kabupaten/Kota. Kualifikasi minimal pendidikan D-II 

sebagai kualifikasi minimal pemegang profesi tenaga 

pendidik harus tetap dihormati dan didukung oleh 

daerah. Hanya dengan dukungan ini maka kebijakan 

tentang ketenagaan dan beban tugas dapat dikem-

bangkan. Jika daerah tidak mendukung dan kemudian 

mengangkat tenaga pendidik berdasarkan ketersediaan 

di lapangan, tanpa memperdulikan kualifikasi mini-

mal tersebut, maka upaya untuk meningkat kualitas 

pendidikan secara nasional akan sukar dilakukan. 

Variasi kualifikasi minimal di atas pendidikan D-II 

dapat dikembangkan dan dijadikan kebijakan di wi-

layah-wilayah tertentu. 

Dengan kebijakan seperti yang dikemukakan 

di atas maka tentu saja ada kebijakan tingkat nasional 

dan daerah yang menjadi pendukung. Kebijkan terse-
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but adalah diperkenankannya suatu daerah mengang-

kat guru atau mendatangkan guru dari daerah lain. 

Kebijakan ini harus dapat dikokohkan secara nasional 

karena jika tidak maka ia akan menjadi ancaman bagi 

pengembangan pendidikan secara nasional. Semen-

tara guru dan pengalaman dari daerah lain dapat di-

jadikan landasan memperkaya dan memperbaiki 

pelaksanaan pendidikan di suatu wilayah penampikan 

mendatangkan dan mengangkat guru dari daerah lain 

akan memperkecil dan menghambat pembentukan 

wawasan kebangsaan serta menyebabkan timbulnya 

wawasan yang sempit. 

Beban tugas guru dan kepala sekolah haruslah 

dipermasalahkan dan dihitung kembali. Data dari 

Jawa Barat menunjukkan bahwa guru IPS harus 

membimbing sebanyak 400 orang siswa (terdiri atas 9 

atau 10 kelas). Jumlah siswa yang harus dilayani ter-

sebut menunjukkan beban tugas guru per minggu dan 

merupakan beban tugas yang cukup besar dan tidak 

mungkin dipertahankan jika kualitas pendidikan 

menjadi prioritas untuk masa mendatang. Jika setiap 

dua minggu sekali guru harus memberikan 

ulangan/tes maka setiap dua minggu sekali seorang 

guru harus memeriksa 400 lembar jawaban. Jika se-

buah lembar jawaban siswa memerlukan waktu 10 

menit untuk pemeriksaannya maka guru memerlukan 

waktu 4000 menit atau 37 jam setiap minggu. Dengan 

demikian maka guru memerlukan waktu selama 3 jam 

sehari untuk memeriksa lembar jawaban siswa. Se-

mentara itu dengan 18 jam mengajar minimal 

seminggu seorang guru memerlukan waktu 2,5 jam (3 

X50 menit) sehari untuk mengajar. Artinya untuk ke-

giatan mengajar dan memeriksa lembar jawaban 

siswa seorang guru memerlukan waktu 5,5 jam sehari 

belum lagi ditambah dengan beban lain seperti 

bimbingan terhadap anak yang mengalami kesulitan 

belajar, tugas administrasi akademis, persiapan untuk 

mengajar termasuk untu membaca buku dan bahan 

lain untuk pelajaran. Oleh karena setiap hari seorang 

guru memerlukan waktu kerja tidak kurang dari 10 

jam dan seminggu 60 jam. Ini adalah beban tugas 

yang sudah di atas aturan kepegawaian yang ada. Be-

ban tugas seorang guru  dalam seminggu tidak boleh 

lebig dari 36 jam (di luar waktu istirahat makan siang 

dan ibadah) dengan catatan adanya perimbangan yang 

baik antara waktu yang digunakan untuk persiapan, 

interaksi di kelas, bimbingan, dan penilaian. 

Beban kerja guru SD yang terbatas pada satu 

kelas atau beberapa kelas pada sekolah kecil masih 

dapat dipertahankan dengan catatan siswa yang di-

layani tidak lebih dari 40 orang. Dengan jumlah itu 

maka seorang guru SD secara riil melayani 40 X 6 

mata pelajaran (dengan catatan mata pelajaran agama, 

penjas, kesenian diberikan oleh guru khusus). 

Miskipun demikian di SD perlu ada tenaga adminis-

trasi sekolah yang membantu kepala sekolah dalam 

kegiatan administrasi kepegawaian, keuangan, 

akademik. 

Kurikulum Pendidikan Dasar Masa Depan 

Kurikulum merupakan inti dari 

permasalahan pendidikan lagipula sebuah 

kurikulum mencerminkan perkembangan sosial, 

politik, budaya, dan kepedulian masyarakat. Suatu 

kurikulum adalah hasil dari  “deliberation” 

berbagai pandangan dan kepentingan yang 

menyangkut kehidupan sosial, politik, budaya, 

ilmu, dan teknologi serta menggambarkan arah 

kepedulian masyarakat untuk kehidupan generasi 

muda dan masyarakat itu masa mendatang. Oleh 

kerena itu pengembang kurikulum Pendidikan 

Dasar harus dapat mengidentifikasi berbagai 

dinamika yang hidup di masyarakat dan arah yang 

diharapkan  dari kondisi yang ada. 

Secara fundamental para pengembang 

kurikulum Pendidikan Dasar di masa mendatang 

harus memperhatikan tiga hal yaitu kepentingan 

masyarakat bangsa, kepntingan individu pserta 

didik untuk hidup dalam lingkungan masyarakatnya 

langsung dan dalam masyarakat di luar masyarakat 

langsungnya. Kepentingan bangsa merupakan 

lingkaran kepentingan yang besar di mana peserta 

didik itu nantinya akan hidup sebagai warganegara 

bangsa itu. Oleh kerena itu ia harus hidup dan 

mampu mengembangkan dirinya dalam suasana 

kemajemukan (kebhinakaan) sebagai suatu 

kesatuan bangsa. Kepentingan bangsa ini 

merupakan kualitas yang akan menyebabkan ia 

dapat bekerja dalam suatu tim raksasa nasional 
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dalam membangun kehidupan bangsa sebagai suatu 

kelompok yang mampu bersaing secara sehat dan 

menguntungkan dengan kelompok-kelompok 

bangsa lainnya. Daftar yang dikemukakan 

terdahulu mengenai kualitas minimal yang harus 

dimiliki anggota masyarakat bangsa dapat 

dikembangkan sebagai kepentingan bangsa. 

Kepentingan peserta didik untuk hidup 

dalam masyarakat langsungnya adalah lingkaran 

kepentingan yang harus mendapat perhatian 

mendasar dalam pengembangan kurikulum di masa 

mendatang. Dalam kepentingan ini peserta didik 

haruslah memiliki kualitas yang dapat digunakan 

untuk mengembangkan kepribadiannya dan 

kemampuan yang dapat digunakan untuk 

memenuhi berbagai kepentingan hidup (fisik, 

moral, dan mental) dan mengembangkan 

kehidupan bermasyarakat di sekitarnya. Dalam 

konteks kemampuan ini sifat-sifat seperti 

kreativitas, berkomunikasi, kerja keras, 

bertanggungjawab, dan sebagainya haruslah dapat 

dikembangkan. 

Kepentingan masyarakat di luar lingkungan 

langsung merupakan sesuatu yang perlu 

diperhatikan dalam penentuan kebijakan kurikulum 

Pendidikan Dasar. Karakteristik masyarakat lain 

beserta tuntutan dan kebiasaan haruslah dapat 

difahami seorang peserta didik untuk dapat 

berkomunikasi dengan masyarakat lain, 

memperluas wawasan kemasyarakatan dan 

kebangsaan, serta memberikan kemungkinan bagi 

dirinya untuk melakukan mobilitas horizontal. Mo-

bilitas sosial yang menjadi fenomena kebangsaan 

dan sebagai suatu kenyataan yang tak mungkin 

ditolak tetapi harus dapat dipersiapkan oleh 

kurikulum sehingga seorang peserta didik dapat 

melakukan mobilitasvertikal secara benar dan tidak 

menimbulkan ekses negatif seperti yang terjadi 

dalam peristiwa urbanisasi. 

Kepntingan tersebut menuntut para pengem-

bang kurikulum untuk menjawab pertanyaan dasar 

yaitu manusia bagaimana/apa yang dikehendaki 

oleh berbagai lingkungan kepentingan tersebut?. 

Per-tanyaan ini memang berbeda dari pertanyaan 

pokok yang digunakan dalam pengembang 

kurikulum masa kini yaitu 

pengetahuan./kemampuan/ ketram-pilan apa yang 

harus dimiliki peserta didik. Perbedaan antara 

kedua pertanyaan pokok tersebut sangat mendasar 

karena ia mencerminkan kepedulian dan harapan 

yang berbeda terhadap Pendidikan Dasar. 

Pertanyaan pertama memberikan penekanan 

pembangunan peserta didik sebagai manusia dan 

subjek, bukan sebagai objek yang harus menguasai 

kemampuan-kemampuan tertentu. Kualitas peserta 

didiklah yang harus dijadikan patokan dan dengan 

demikian posisi peserta didik adalah subjek dalam 

pengembangan kurikulum sedangkan posisi disiplin 

ilmu, masyarakat dan lingkungan adalah sebagai 

sumber materi untuk membentuk kualitas yang di-

harapkan. Dalam konteks pertanyaan ini 

pendekatan multicultural dapat ditetapkan dalam 

kebijakan pengembangan kurikulum baik di tingkat 

nasional mau pun di tingkat daerah. 

Konsekuensinya ialah pengembangan kompetensi 

atau pun standar untuk tingkat nasional haruslah 

dilakukan berdasarkan jawaban terhadap kualitas 

peserta didik yang diharapkan dan bukan 

berdasarkan kualitas yang diinginkan disiplin ilmu. 

Artinya, dengan demikian kebijakan kurikulum 

untuk Pendidikan Dasar di masa mendatang 

haruslah didasarkan pada pandangan filosofis 

rekonstruksi sosial dan/atau pandangan filosofis 

progresif. Kedua pandangan ini akan membentuk 

kebijakan yang menempatkan peserta didik sebagai 

subjek dan mendekatkan pendidikan dengan 

kenyataan lingkungan sosial-budaya masyarakat di 

sekitarnya. Dengan demikian maka perimbangan 

antara kepentingan nasional, daerah, dan peserta 

didik dapat diakomodasi dalam kebijakan 

pendidikan. 

Model berikut ini adalah alternatif sebagai 

masukan bagi pembuat kebijakan dalam kurikulum. 

Model ini mengakomodasi adanya kepentingan 

tingkat nasional dan daerah dalam pengembangan 

kurikulum sehingga antara keduanya tidak terjadi 

“pertentangan” yang tidak perlu.
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E V A L U A S I 

E 
  Visi  Masa   Standar  

V  Depan     Nasional   Kualitas dan 

         Kebutuhan 

A         Masyarakat 
 

L  Filsafat Kurikulum 

       Kualitas yang 
U            Harus Dikembangkan 

 

A 
       Tujuan  Pendidikan 

S              Kurikulum 

 

I    
 

PENGEMBANGAN KURIKULUM SEBAGAI DOKUMEN 

          (Tujuan, content, proses, evaluasi, pedoman pelaksana)  
 

 

         Sosialisasi filsafat, model, dan teori yang digunakan  
              Kurikulum 

      

 

   IMPLEMENTASI 
 

 Dana dan Sistem Pendanaan 

Permasalahan yang harus dapat diselesaikan 

oleh kebijakan Pendidikan Dasar untuk masa menda-

tang adalah ketersediaan dana sistem pendanaan Pen-

didikan Dasar. Pendanaan yang dilakukan pada saat 

sekarang bukan saja tidak memadai dalam jumlah 

tetapi landasan pemikiran yang menjadi dasar kebija-

kan adalah landasan pemikiran yang berlaku dan se-

suai untuk sistem pendanaan operasional perkantoran. 

Lembaga pendidikan bukan kantor dalam artian non 

fisik. Lembaga pendidikan bekerja sebagai suatu 

limgkungan yang memberikan perahtian terhadap 

pengembangan kamampuan manusia didik dan bukan 

memberikan kepedulian utama pada penyelesaian 

tugas dengan cara apapun atau penerapan kemampuan 

untuk pelaksanaan tugas. 

Data dari kepala SD dan SLTP menunjukkan 

bahwa sistem pendanaan belum sepenuhnya didasar-

kan pada kegiatan-kegiatan akademik atau kurikulum. 

Pendekatan pendanaan yang bersifat administratif 

lebih menonjol sehingga sekolah mengalami kesulitan 

dalam memberikan alokasi pada kegiatan kurikuler 

dan ekstra kurikuler mata pelajaran. Kepala Sekolah 

memang mengakui mereka harus membuat Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan 

RAPPS tersebut disusun oleh Kepala Sekolah ber-

sama dengan Dewan Guru dan Pengurus BP3. 

Mereka juga menyebutkan bahwa “dana yang dike-

lola sekolah, operasionalnya digunakan pada pos-pos 

yang telah ditentukan” dan diantara pos yang berkai-

tan dengan pengembangan akademik adalah untuk 

“dana penataran mata pelajaran, penataran guru inti, 

lomba mata pelajaran” dan sebagainya. Sementara 
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dana operasionalkegiatan kurikuler dan ekstra kuri-

kuler yang langsung barkaitan dengan suatu proses 

pendidikan bukan merupakan prioritas. Oleh karena 

itu sifat akuntabilitas dana sekolah bukan berkaitan 

dengan pertanggungjawaban dalam peningkatan 

mutu. Tidak ada sekolah yang melaporkan bahwa 

mereka melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan 

dana dan peningkatan hasil belajar yang diperoleh 

sebagai akibat alokasi dana. 

Kebijakan tentang pendanaan sekolah di masa 

depan haruslah jelas. Kebijakan tersebut harus mem-

berikan kepastian kepada sekolah untuk mendapatkan 

dana yang diperlukan, besarnya dana, sistem pertang-

gungjawaban yang lebih mengarah kepada 

kepentingan akademik. Sekolah harus jelas sumber 

dana yang akan diterima terutama dari pemerintah 

(pusat dan daerah), dari masyarakat (adanya BP3 su-

dah membantu tetapi perlu adanya dukungan yang 

lebi jelas dari masyarakat dalam bentuk bantuan lang-

sung “cross-subsidy)      

Dan sebagainya. Disamping itu perlu adanya 

kebijakan pemerintah daerah mengenai biaya minimal 

yang harus dikeluarkan untuk suatu mata pelajaran di 

suatu unit sekolah sehingga ada jaminan akan keber-

langsungan proses belajar yang minimal. 

Evaluasi  

Evaluasi yang dilakukan sekarang adalah 

EBTA dan EBTANAS. Kedua jenis evaluasi ini 

berkenan dengan evaluasi hasil belajar/produk. Kebi-

jakan akan adanya evaluasi tingkat nasional adalah 

sesuatu yang harus tetap dipertahankan terlebih-lebih 

di masa yang akan datang di mana banyak kebijakan 

pendidikan ditentukan pada tingkat Kabupaten/Kota. 

Adanya evaluasi tingkat nasional akan memberikan 

kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan 

upaya pendidikan sedemikian rupa sehingga me-

menuhi kriteria nasional seperti yang dinyatakan da-

lam standar nasional. 

Evaluasi tingkat nasional haruslah dapat men-

jadikan masukan dan patokan bagi daerah untuk 

mengantarkan peserta didiknya pada kualitas yang 

mempu bersaing dengan daerah lain. Adanya evaluasi 

tersebut akan menyebabkan suatu daerah mendapat-

kan masukan secara objektif posisi kualitas pendidi-

kan dan tamatan yang ada di daerahnya dan arah per-

baikan yang harus dilakukan sehingga tamatan dari 

wilayah tersebut dapat mengikuti/melanjutkan pendi-

dikan di jenjang yang lebih tinggi di daerahnya atau di 

wilayah lain. 

Evaluasi naasional adalah juga alat untuk me-

nentukan kualitas rata-rata proses dan hasil pendidikan 

tingkat nasional. Adanya evaluasi tersebut akan mem-

berikan masukan yang penting bagi para pengambil 

keputusan tingkat nasional untuk membantu daerah 

yang berada dalam posisi tidak menguntungkan. Hasil 

evaluasi nasional tersebut juga menjadi masukan bagi 

para pengambil keputusan tingkat nasional untuk me-

nentukan arah dan bentuk kebijakan pendidikan yang 

harus diambil. 

Meski pun demikian apa yang terjadi dengan 

EBTANAS perlu mendapatkan perbaikan. Model, 

bentuk, prosedur serta proses yang digunakan 

EBTANAS tidak sepenuhnya sesuai dengan evaluasi 

naasional yang dibahas dalam kesempatan ini. Model 

evaluasi Nasional nantinya haruslah model evaluasi 

kurikulum ataun program dan bukan model evaluasi 

haasil belajar. Dengan demikian maka kebijakan di 

bidang evaluasi harus berubah dari kebijakan tentang 

hasil belajar menjadi evaluasi kurikulum/program 

pendidikan. Fokus evaluasi dengan demikian berubah 

dari hasil belajar semata ke berbagai aspek kuriku-

lum/program pendidikan yang diperlukan. 

Bentuk alat evaluasi juga akan berkembang se-

suai dengan jenis data yang diperlukan. Tes bukan lagi 

merupakan satu-satunya alat tetapi berbagai alat yang 

dikembangkan berdasarkan tradisi pengukuran 

(measurement)  atau pun tradisi evaluasi dapat digu-

nakan. Alat evaluasi yang formal dan tidak formal 

dapat digunakan sesuai dengan keperluan dan harus 

tercantum secara jelas dalam kebijakan tentang 

evaluasi. 

Kebijakan tentang evaluasi harus pula jelas 

menggambarkan mana wilayah yang menjadi kepe-

dulian nasional dan mana wilayah evaluasi yang 

menjadi tanggungjawab daerah. Kesepakatan tentang 

ini perlu dan harus merupakan suatu kebijakan yang 

jelas sehingga tidak terjadi sesuatu kegiatan tumpang 

tindih yang tidak perlu, saling andal, atau bahkan keti-
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daksinambungan antara kebijakan tingkat nasional 

dengan daerah. Wilayah kerja tingkat nasional tentu 

saja berdasarkan standar yang dihasilkan sedangkan 

wilayah kerja tingkat daerah adalah kualitas yang 

ingin dicapai oleh kurikulum tetapi penyederhanaan 

dalam berfikir seperti itu tidak selalu menguntungkan. 

Kejelasan dalam kebijakan akan banyak menghindar-

kan upaya yang tidak produktif dan bertentangan. 

Penutup 

Dari pembahasan dalam makalah ini maka ke-

simpulan-kesimpulan berikut dapat dikemukakan: 

1. Perlu adanya kesinambungan kebijakan antara 

kebijakan pendidikan dasar tingkat nasional 

dengan tingkat daerah sehingga arah, pelak-

sanaan, dan peningkatan kulitas pendidikan dasar 

di masa mendatang dapat dilakukan. 

2. Kebijakan Pendidikan Dasar di masa mendatang 

hendaklah di arahkan pada peningkatan aspek 

kuantitatif dan kualitatif. Peningkatan aspek 

kuantitatif dapat dilakukan dengan cara penam-

bahan jumlah sekolah tetapi dapat juga dilakukan 

dengan reorganisasi sistem persekolahan dimana 

SLTP dikembangkan menjadi SLTP dan SMU 

sedangkan SMU dikembangkan menjadi SMU 

dan SLTP. 

3. Kebijakan Pendidikan Dasar di masa mendatang 

harus memusatkan pada peningkatan kualitas 

kemanusiaan dan kemampuan peserta didik se-

bagai manusia. Pertanyaan dasar yang harus di-

jawab oleh pengambil kebijakan adalah manusia 

bagaimana yang akan dihasilkan Pendidikan Da-

sar dan bukan berapa banyak ilmu dan pengeta-

huan yang harus dikuasai peserta didik. Kebija-

kan Pendidikan Dasar harus mengubah 

pendekatan dari pendekatan pendidikan disiplin 

ilmu ke pendekatan rekonstruksi dan humanisme 

(tanpa mengubah tujuan pendidikan nasional 

yang sudah ada). 

4. Kualitas yang hendak dihasilkan oleh Pendidikan 

Dasar haruslah mengacu kepada kepentingan 

daerah, nasional, dan kualitas yang diperlukan 

untuk seseorang melakukan mobilitas horizontal. 

5. Untuk peningkatan kualitas Pendidikan Dasar 

diperlukan kebijakan baru mengenai beban kerja 

tenaga kependidikan dengan memperhatikan di-

mensi pekerjaan profesi yang harus dilakukan, 

dan kemungkinan mobilitas tenaga kerja lintas 

daerah. 

6. Kebijakan tentang pengadaan ketenagaan tenaga 

pendidikan (guru) Pendidikan Dasar haruslah 

bersifat nasional dalam pengertian bahwa guru 

yang diangkat dan ditugaskan di suatu daerah ti-

dak harus guru yang berpendidikan dari SD sam-

pai ke perguruan tinggi (LPTK) yang berasal  dari 

propinsi atau daerah tersebut. 

7. Kebijakan tentang pendanaan dan manajemen 

pendanaan oleh suatu unit pendidikan harus lebih 

jelas dan memberikan kemungkinan kepada se-

kolah tanggungjawab dalam perencanaan, peng-

gunaan, pertanggungjawaban dana dan pen-

danaan yang  lebih profesional. 

8. Kebijakan Evaluasi Pendidikan Dasar haruslah 

memberi tempat dan batas-batas yang jelas 

mengenai apa, bagaimana, untuk apa evaluasi 

yang dilakukan pada tingkat nasional, daerah, dan 

lintas daerah (dalam propinsi dan antar propinsi). 
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